
DAFTAR PUSTAKA 

 
A. Buku : 

Abdul Hakim, 2003, Penghantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra. Adhitya 
Bakti, Bandung.  

 
___________, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit: PT. Citra.  
 
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta : Sinar Grafika.  
 
Aris Ananta, 1996, Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran 

Awal, Pusat Penelitian Kependudukan UGM. 
 
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1, Cetakan 1, 

Jakarta : Sinar Grafika, 2009. 
 
Bagir Sharief Qorashi, 2007, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam 

Islam, Penerjemah: Ali Yahya  Penerbit Al-Huda.  
 
Bambang Suhartono Widagdo. 2005. Kondisi Buruh di Indonesia. Pustaka Jaya 

Jakarta 
 
Bisri, I., 2004, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dari implementasi 

hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
 
Cooter Robert, 1998, Law and Economiuc, Scot Foresman & Co. Illinois. 
 
Didi Nazmi Yunas, 1992, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya. 
 
Djoko Triyanto, 2008, Hubungan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi, Edisi 

Revisi, Mandar Maju, Bandung.  
 
Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Editor Karolus 

Kopong Medan & Mahmutarom H.R., Semarang: PT. Suryandaru 
Utama.  

 
Finer, S.E., Bogdanor, Vernon, dan Rudden, Bernard, 1995, Comparing 

Constitutions, Oxford: Clarendon Press. 
  
George Ritzer  & Douglas J. Goodman, 2009. Teori Sosiologi; dari Teori 

Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern, 
Yogyakarta; Kreasi Wacana.  



Gunarto Suhardi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak 
Outsourcing, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. 

 
Hari Supriyanto, 2004, Teori Hukum Ketenagakerjaan, Kanisius.  
 
Harjono Dhaniswara. 2007 Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  

 
HAS Natabaya, 2006, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Penerbit 

Konstitusi Pers dan Tatanusa Jakarta.  
 
Imam Soepomo, 1980, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan. 
 
___________, 1983, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan Jakarta. 
 
___________, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Djambatan. 
 
Iman Sjahputra Tunggal, 2002, Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan ke-1, 

Harvarindo.  
 
J. Pareira Mandalangi, 1988, Dari Hukum Perburuhan Ke Hukum Kerja Dan 

Hukum Sosial.,Dalam : Percikan Gagasan Tentang Hukum, Fakultas 
Hukum Unpar, Bandung.  

 
Moira Lynne McConnell, et.al., 2011, The Maritime Labour Convention, 2006 A 

Legal Primer to an Emerging International Rights, Martinus Nijhoff 
Publishers, Boston, Leiden. 

 
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008,  Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan 

Hukum. Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 
 
Plato, 1986, The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan 

diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. 
 
Prajudi Atmosudirjo, 1987, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 

Jakarta. 
 
Prasetya Irawan, 2006, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu 

social, FISIP UI. 
 
Rachmad Syafa’at, 2008,  Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Intrans Publishing, Malang.  
 
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990,  Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, 

Jakarta : Ghalia Indonesia. 



Sendjun H. Manullang, 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di 
Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 

 
Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta. 
 
Soerjono Soekanto, 1982, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta : Raja Grafindo. 
 
Sri Sumantri, 1999, Pengantar Perbandingan Hukum Antar Tata negara, CV 

Rajawali, Jakarta 
 
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit 

Alfabeta Bandung.  
 
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit 

Alfabeta Bandung.  
 
Suhardi Gunarto, 2002, Peranana Hukum Dalam Pembangunan 

Ekonomi,Universitas Atmajaya. Yogyakarta.  
 
Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta. 
 

B. Peraturan Perundang-undangan : 

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Nomor 13 tahun, tentang Ketenagakerjaan 

Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. 

Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional 

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO 
Nomor 185 Tahun 2003 tentang Konvensi Perubahan Dokumen 
Identitas Pelaut 

 

  



C. Jurnal :  

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2004. “Studi 
Penerapan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Nasional.” Laporan Akhir 
Penelitian. Jakarta.  

Elly Erawaty, Ke Mana Arah Hukum Ekonomi Indonesia? : Meninjau Kembali 
Pemikiran Sunaryati Hartono tentang Hukum Ekonomi, Liber 
Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono. Hlm 251. 

Lubis, Solly, 2000, “Sumber Hukum Perangkat dan Peringkat Peraturan 
Hukum”, makalah Seminar Nasional Perubahan UUD 1945, Bandar 
Lampung: Sekretariat Jenderal MPR-RI dan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 24-26 Maret. 

Nguyen Thanh Le, Approving Maritime Labour Convention 2006 in Vietnam-The 
Duties Challenges, International Journal of Humanities and 
Manangement Volume 1, Issue 1, Dailan Maritime University, China, 
2013, Introduction, page 132. 

Wicipto Setiadi, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi 
Hukum, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 
Volume 1 Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian 
Hukum dan HAM RI. Hlm 5-6. 

Moira Lynne McConnell, et.al., The Maritime Labour Convention, 2006 A Legal 
Primer to an Emerging International Rights, Martinus Nijhoff 
Publishers, Boston, Leiden, 2011, Chapter 1. 

Solly Lubis, 2016, “Sumber Hukum Perangkat dan Peringkat Peraturan Hukum”, 
makalah Seminar Nasional Perubahan UUD NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 1945, Bandar Lampung.  

 

D. Website : 

Rob Almeida, Three Strikes and You’re Out: Australia Bans Another Ship from 
PT. Meratus Line, 9 Januari 2015 (gcaptain.com) diakses pada tanggal 
13/5/2017 pukul 10.15 WIBhttp://gcaptain.com/three-strikes-youre-
australia-bans-another-ship-pt-meratus-line/Lihat pernyataan Chief 
Executive Officer Mick Kinley, AMSA atas hasil inspeksi terhadap 
kapal Meratus Sanggata Indonesia. 

 

 

 

 


